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ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi,
efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan

ah sesuai  ketentuan Pg an  Perundang-undangan.
: i peranan penting

Pelaksanaan
tahun 2021

ﬂﬂ

2014 Tentang
“—' research atau
awancara dan

gkajian hukum

i di tinjau dari
hmbaran secara
rinci tenta 83 ) . Pembentukan
Peraturan [ ordasa ndang 2014 Tentang
Pemerintahs If nenjac Lp8liclitian ini yaitu

dari Pimpin
DPRD Pro
Sekertaris el taff  Sekretaris
- % laksanaan fungsi
DPRD adala a ka ph adalah tahap

perancangan, : : gei¥Endala Pelaksanaan

D ialah Latar belakang
yang berbeda, Penyusunan
al" dan skala prioritas pembentukan
peraturan daerah tidak terlaksana yen jadwal, Kurang optimal melibatkan
masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan, dan gesekan-gesekan, dan
pihak-pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya dalam proses pembentukan perda.
Kata Kunci :BAPEMPERDA, Observational Research, Peraturan Daerah,
Provinsi Riau

Vil
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ABSTRACT

The Regional People's Representative Council is a regional people's representative
institution that is domiciled as an element of regional government organizers that
has roles and responsibilities in realizing efficiency, productivity effectiveness
and accountability of Regional Government administration through the
implementation of the rights, obligations, duties, authorities and functions of the
Regional People's Representative Council in accordance with the provisions of the
Regional People's Repg@gentative Council. Leg|slat ol DPRD as a partner of the

1 onal regulations even

*EE‘&‘%‘E Eag broposed by the

ons down to

the field. and secondary
data. This §& ® author tries to
provide a 0 Ins of the Riau
Provincial 2sglllon Law no. 23
of 2014 co .ﬂ’ s study are the
leadership ers of the Riau
Provincial WA members of
the Riau 1 ecretary ¢ DPRD
BAPEMPERDAPENC vincial DPRD
BAPEMPE imy tati g the DPRD is in

terms of th sign phase, the
content and : entation of the
function of ) al IRe MEFRdGional House of
Representati Provi Number 23 of
2014 concerriig™t : - | o backgrounds of
DPRD memb ofee a Raperda which
is intended to 8 [he f@rmation of regional
regulations are
involvement of

regulations.

Keywords: BAPEMPE Serv > earch, Regional Regulation,

RiauProvince
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selain Pemerintah Daerah

sehingga t

dan dapat

Dewal

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi,
efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan

1 Munaf, Yusri, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2014, hal. 3
1
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Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
DPRD Provinsi, dalam rangka mengurus dan mengurus keluarga sendiri tanpa
keluar dari kerangka negara kesatuan.?

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada BAB VI
Pasal 18 Ayat 3 Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
gintahan Daerah Provinsi,

yang berbunyi : ah Kabupaten, dan Kota

memiliki Dey T eianty g gt Sqotanya dipilih

AN itu  sendiri
hukum berupa

peraturan pe a amadi 2 dl0in diberi nama

Rakyat Daerah. Kewenangan F gerah membentuk Peraturan Daerah
merupakan salah satu ciri yang menunjukan bahwa pemerintah tingkat daerah
tersebut adalah satuan pemerintahan otonom yang berhak mengatur dan mengurus

rumah tangga daerahnya sendiri. 4

Adapun fungsi Peraturan Daerah menurut M. Nur Sholikin dalam konteks

2 Furkon, U.A., Konsumsi Kerang dan Udang, 2012, hal.2
% 1bid. hal. 4
4 1bid, hal. 9
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otonomi daerah adalah sebagai berikut :°
1. Peraturan Daerah sebagai beleids instrument dalam melaksanakan otonomi
daerah yang luas dan bertanggung jawab. Pada fungsi ini, Peraturan Daerah
sebagai sarana hukum yaitu alat untuk melaksanakan kebijakan daerah
dalam melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

g0 perundang — undangan

ini Peraturan Daerah melt #K pertemuan berbagai kepentingan.
Oleh karena itu dalam pembentukan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah harus bisa memperhitungkan
kepentingan dari para pemangku kepentingan dan warga yang terkena imbas

pemberlakuan Peraturan Daerah.

5 Sholikin. M.Nur, Awasi Peraturan Daerah, Berdayakan Daerah — Seri Panduan Pemantauan
Legislasi Daerah, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, tahun 2009, hal.
11

3
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Kita juga dapat melihatnya dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas Daerah - daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas
kabupaten dan kota, yang Tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

pemerintahan daerah, yangdiatur dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014

Komisi dap 3Noaj ancang; oral L ’ ujukan kepada
Pimpinan Df i SE ] Jlan atau Naskah
Akademik u : Fojeruskan ke'Batlay Pem BlPeraturan Daerah
untuk dilaku

pakah Rancangan

Artinya, dalam

Peraturan Perundang- Undangan menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi baik yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur disertai

dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum

dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat

¢ Andriansyah, Manajemen Hukum dalam Kajian dan Teori. Fakultas IImu Sosial dan Iimu Politik
Universitas Prof. Dr Moestopo Beragama : Jakarta Pusat, 2015, hal.5
4
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dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut
dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,
atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap

permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.’

Maka DPRD sebagai mitra pemerintah daerah Provinsi memiliki peranan

penting dalam megg aturan daerah wal I kenyataannya sering

tentang Pe

bersama ol

A Q)
Q
°
~
)
5
3
@
S
[Se—
QD
o

peraturan daé

Tahun 2014 PRD mempunyai

\‘5‘“

membahas dan

peraturan daerah tingkat Provin dalam “Pasal 32, pasal tersebut
menjelaskan bahwa perencanaan penyusunan peraturan presiden dilakukan dalam

suatu program penyusunan Peraturan Presiden, lalu pasal 33 yang menerangkan:®

Muatan yang telah ditetapkan pada kaitanya terhadap aturan aturan lain

" Pasal 1 Poin 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
8 Muchtar Sani, Legislasi Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 10 Nomor 3 Tahun 2013,
hal.12

5
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seperti yang terdapat pada ayat (1) adalah suatu keterangan berkaitan pada
konsepsi dari Raperda Provinsi yang terdiri dari:
1. latar belakang dan tujuan penyusunan;

2. sasaran yang ingin diwujudkan;

w

pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

4. jangkauan dan argasgengaturan.

g Y l'
¢

(

w2t

2.
A
Y.
dikeluarkan untuk me an ¢ JInda pnor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang sU®e esual i dengan perkembangan

keadaan, ketatanegaraan. Disisi lain dalam penyusunan peraturan daerah kerap
memerlukan waktu melebihi 6-12 bulan penerbitan atau bahkan tidak diterbitkan.
Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan lamanya
diterbitkan peraturan daerah yang disusun tersebut. Berdasarkan uraian diatas

tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan

° Ibid hal.14
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mengangkat sebuah judul “Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan
Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Pada
Tahun 2021 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.”’

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan lajagmbelakang masalah diatas y@ng telah diuraikan maka

Daerah Oleh Dewan Perwakilar yat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Pada
Tahun 2021 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.

b. Mengeahui dan memahami kendala Pelaksanaan Fungsi
Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi Riau Pada Tahun 2021 Berdasarkan Undang-Undang

7
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Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Manfaat Penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam
bidang pendidikan terutama untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya

hukum tata negara rgengenai Pelaksanaan Fungsi Rembentukan Daerah DPRD

1. Bagi¥ins e ) adaf phan informasi

psalah-masalah

f

Pl

] pi, khususnya
A

an Perwakilan

1 Berdasarkan

Pemerintah Dat .ﬁ\

paru dalam hal fungsi

\\‘*‘ 5

Pembentukan Daerah DE fang-Undang No. 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan sebagai
bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan dilaksanakan
dalam wupaya Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Pada Tahun 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
8
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Daerah yang kerap membutuhkan lama.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pemerintah Daerah / Otonomi Daerah
Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik

an kepentingan

lik Indonesia.

b. Desentralisasi adalah penyerandan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah

Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau
kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan

9



pemerintahan umum.

d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi

kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan

kesatuan
O berwenang

kepentingan

DI disay yepepe fup udwnyo(

mampu menjawab perubaha fan tantangan pada era otonomi dan

neryy wejsy seysIAm ueeyeisndiog

globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari
pembangunan yang berkesinambungan di daerah.® Atas dasar itu pembentukan
peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda
lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian

proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses

10 Siti Masitah, Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Legislasi
Volume 11 Nomor 4-Desember 2014. Hal.427

10
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penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah
satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda
adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian
mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur
dengan perda ataucukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya. Dalam

proses perencanaangid pula dapat diketahui baggimana landasan keberlakuan

a. r z on B plum didasarkan

rancangan peraturan daere

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka lebih lanjut akan
diuraikan problematika dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan
Daerah. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai
Instrumen Perencanaan dan Urgensi Penyusunan Program Pembentukan

Peraturan Daerah.

11 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
11
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Tahapan perencanaan merupakan kunci awal menuju keberhasilan
pencapaian tujuan yang diinginkan. Menurut Solly Lubis Perencanaan adalah
bagian dari subsistem dari sistem pengelolaan (manajemen), kekhususan sifat
perencanaan ialah dominannya fungsi perencanaan untuk keberhasilan
keseluruhan manajemen. Menurut pandangan politis strategis, jika
keseluruhan manajg

cn mempunyai nilai strateges, sendirinya perencanaan

,,,,,, neng en  bernilai
ilai strategis.
etode untuk

efisien sesuai

angka 1 Undang-Undang ahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan.®

2 M. Solly Lubis, Suhaidi, Faisal Akbar Nasution, Strategi Pendisiplinan Kembali Untuk
Menanggulangi Kesemrawutan Dalam Kehidupan Nasional Dewasa Ini, 2015, hal.67
13 Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

12
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Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah, ketentuan Pasal 239
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program
pembentukan Perda.}* Program Pembentukan Peraturan Daerah/Program
Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan
insi atau Peraturan Daerahk

Peraturan Daerah Ps RLipaten/Kota yang disusun

Perda/Prolegda juga sangat ) anya menjadi acuan bagi Pemda dan
DPRD untuk menyusun produk hukum daerah dalam melaksanakan

pembangunan daerah namun juga penting bagi masyarakat untuk menatap

14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
15 Yusdiyanto, Hubungan kewenangan pusat dan daerah menurut Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang pemerintahan daerah, 2015
6 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenentrian Hukum dan HAM RI, Media Pembinaan
Hukum Nasional, 2022
13
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wajah daerahnya dalam kurun waktu tertentu.}’” Dewasa ini tahu akan masa
depannya (predictable) adalah kebutuhan bagi masyarakat modern. Karena itu,
maka sebuah prolegda mempunyai arti yang sangat penting bagi pembentukan
produk hukum daerah khususnya dan bagi pembangunan daerah umumnya.
Menurut Mahendra, terdapat beberapa alasan mengapa Prolegda
diperlukan dalam g

encanaan pembentukan p an perundang-undangan

dalam aspek perencanaan mem8 atu faktor kegagalankedayagunaan
dan kedayaberlakuan suatu peraturan daerah.
3. Mekanisme BAPEMPERDA

Mekanisme Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah oleh

BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau secara rinci dapat dilihat dalam

17 Otong Rosadi, Konstitusionalitas Pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia: Suatu
Eksperimen yang Tidak Kunjung Selesai, Universitas Ekasakti, Padang, 2015
18 A.A Oka Mahendra,Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Peraturan Perundang-
Undangan, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM, 2006
14



nery wejsy sejisidAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(

ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam beberapa ketentuan
diatas disebutkan bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat
disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.*®

Dalam ketentsan Pasal 10 Permendagti omor 1 Tahun 2014

prolegda di

kan penyusunan

oleh biro hukum

kebutuhan dalam pengatural ya oleh biro hukum pada Provinsi
atau bagian hukum pada kabupaten/kota, hasil tersebut disampaikan kepada
kepala daerah melalui sekretaris daerah, untuk diteruskan kepada badan
Pembentukan Daerah daerah atau badan pembentukan peraturan daerah melalui

pimpinan DPRD.?!

19 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
20 permendagri Nomor 1 Tahun 2014

2L Victor. M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta,
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Demikian juga dengan penyusunan pembentukan peraturan daerah di
lingkungan DPRD diatur dalam Pasal 13 yang menyebutkan:
1. Balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.

2. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala

prioritas pembentukan Rancangan Perda.

PRD melalui
prolegda dan
diigan keputusan
urut Pasal 239

luar program

DPRD yang khusus menang PPDembentukan peraturan daerah dan
unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;

d. akibat pembatalan olenh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat untuk Perda Kabupaten/Kota, dan

e. perintah dari ketentuan peraturan perundan-undangan yang lebih tinggisetelah

1994, hal.27
22 Atma Hajri, W., & Rahdiansyah, R. (2018). Pengujian Peraturan Perundang- Undangan Di
Indonesia: Persoalan Dan Jalan Keluarnya. UIR Law Review, 2(01), hal.36
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program pembentukan Perda ditetapkan.
4. Penelitian Terdahulu
Untuk menghindari tindakan plagiarisme, maka dari itu penulis melakukan
penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, adapun penelitian-

penelitian yang penulis temukan yaitu :

saja  sedikit

DI disay yepepe fup udwnyo(

sudah berjalan sebagaimamn® sudah berjalan efektif dan tentunya

neryy wejsy seysIAm ueeyeisndiog

tidak menyalahi Undang-Undang atau aturan diatasnya.?

b. Menurut penelitian Bayu Marta Dwi Antoro Bahwa Implementasi
Fungsi Pembentukan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Figh Siyasah (Studi di DPRD Kota

Bandar Lampung). Sehingga yang kita ketahui hasil temuan dilapangan

2 M.Nurfarisi, Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Dalam Rangka Pembentukan Peraturan Daerah, 2020
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bahwa apabila terdapat calon nasabah yang ini melakukan trading harus
mentransfer sejumlah uang yang telah ditentukan kepada bank-bank yang
telah ditujuk. Trading dilakukan oleh nasabah itu sendiri PT. Solid Gold
Berjangka hanya sebagai perantara antara penjual (bursa efek) dan pembeli
yaitu nasabah. Di dalam prakteknya penjual dan pembeli tidak bertemu

secara langsunggiiidak ada akad terlebih dahylgedan tidak ada objek emas

unsur- unsur dilarang dala

c. Menurut penelitian Intan Yulianti Bahwa Peran Fungsi Pembentukan Daerah
Dprd Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah. Sehingga yang kita
ketahui hasil temuan dilapangan bahwa dalam pembentukan Peraturan.

Daerah antara lain meliputi empat tahapan, terdiri dari ; tahap Pengkajian, tahap

24 Bayu Marta Dwi Antoro, Implementasi Fungsi Pembentukan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Perspektif Figh Siyasah (Studi di DPRD Kota
Bandar Lampung)”, Tahun 2020
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perencanaan, tahapan pembahasan, dan tahap Pengesahan. Dari hasil penelitian
juga ditemukan bahwa dalam proses fungsi Pembentukan Daerah DPRD selama
tahun 2013-2017 mengalami kemunduran dimana DPRD semakin pasif. Hak
inisiatifnya menjadi berkurang hingga tidak digunakan sama sekali. Namun proses
pelaksanaan fungsi Pembentukan Daerah telah berjalan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Tetapi masih terdapat kendala-kendala yang

iantaranya adalah SDM

mekanisme konvensional yamne cenderung mirip dengan apa yang
dilakukan sebelum pelaksanaan otonomi luas, yaitu bergerak pasif.
Dalam pembentukan perda Kota Tegal, DPRD sudah berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, namun sangat disayangkan DPRD Kota Tegal belum mempunyai perda

tersendiri untuk mengatur produk hukum daerahnya (Perda tentang Pembentukan

% Intan Yulianti, Peran Fungsi Pembentukan Daerah Dprd Dalam Proses Pembentukan
Peraturan Daerah, Tahun 2018
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Produk Hukum Daerah) dan kendala lainnya adalah dalam proses pembentukan
perda, DPRD Kota Tegal belum melibatkan masyarakat Kota Tegal dalam
penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah hingga ditetapkan
menjadi perda.?®

e. Menurut penelitian Ranggi Bahwa Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Daerah Tahun

, maka Dewan
alami  beberapa
prikut:- Kualitas
Riau;- Kemitraan
au dengan pihak
aturan Perundang-
engenai kinerja  Dewan

Perwakilan

Rakyat ™4 : lau dalam pelaksanaan fungsi
Pembentukan Daerah, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:a.
Dalam pelaksanaan fungsi Pembentukan Daerah maka harus dilakukan pendidikan
dan pelatihan kepada setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Riau agar memiliki kemampuan dalam menciptakan peraturan daerah; b. Adanya

inisiatif yang kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam

% Anindita Dwi Hapsari, Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Daerah Dprd Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019), Tahun
2018
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melahirkan rancangan peraturan daerah.;c. Adanya kemitraan dan hubungan
koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Riau.?

f.  Menurut penelitian Ahmad Matori Azzam Lubis Bahwa Peranan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerahlstimewa (RAPERDAIS)

oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta. Faktor-faktor yang menghambat pembentukan raperdais
pertanahan ialah: (i) Kurangnya kemampuan anggota Dewan dalam hal
pembentukan Perdais, dikarenakan latar belakang anggota Dewan yang

beranekaragam; (ii) Masih kurangnya minat masyarakat dalam berpartisipasi; (iii)

27 Ranggi, Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Fungsi
Pembentukan Daerah Tahun 2014. Tahun 2016
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Belum terselesaikannya proses inventarisasi dan identifikasi Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten, dikarenakan lamanya proses pengukuran karena alat ukur yang
terbatas, tenaga pengukuran yang terbatas, dan jugakarena data tanah Kasultan dan
Kadipaten yang terdapat di desa dan kelurahan bentuk tanahnya banyak yang sudah

berubah. Perubahan bentuk tanah dapat terjadi karena beberapa hal, seperti tanah

longsor, tanah tergerus air, dan sebagainya.?®

a yang kita
Daerah DPRD

E & Tahun 2014

g
‘-* M a. Di jelaskan

Daerah DPRD Provinsi Jambl Dalam Menangani Kebakaran Hutan Dan
Lahan adalah melalui menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, mengelola informasi lingkungan
hidup tingkat kabupaten/kota, melakukan penegakkan hukum lingkungan

hidup pada tingkat kabupaten/kota. Terkait permasalahan hutan dan lahan

28 Ahmad Matori Azzam Lubis, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Istimewa
(RAPERDAIS) Pertanahan, Tahun 2017
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DPRD menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dimana Perda
tersebut hadir ketika itu kebakaran asap cukup parah. Tuntutan doktor
karena permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu DPRD
melakukan pengwasan dan evaluasi terhadap implementasi Perda.?

Menurut  peneliiia Helmi Widiani DBalma Pelaksanaan Fungsi

aturan daerah,
dari 2 (dua)

oleh Dewan

kegiatan ekonomi dan flam UU Cipta Kerja pasal 176
mensaratkan Pemda untuk melakukan evaluasi terhadap perda-perdayang
bertentangan dengan peraturan perudang-undangan, karena jika masih tetap
memberlakukannya dimasyarakat Pemda dan DPRD dapat dikenakan sanksi

administratif penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah.

Pemda dan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, khususnya DRPD

2 Muhamad Sadrakh Putra, Impelementasi Fungsi Pembentukan Daerah DPRD Dalam
Penanganan Hutan Dan Lahan (Analisis Terhadap Fungsi DPRD Provinsi Jambi)
23
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Kabupaten lombok Timur lebih ditingkatkan lagi demi memberikan
kepastian hukum dan landasan setiap tindakan masyarakat di Kabupaten
Lombok Timur agar menjadikan masyarakat Lombok Timur yang taat
aturan dan lebih kepada perda-perda pelayanan publik yang diperbanyak
bukan yangmembebani publik.*

andia Bahwa Pelaksanaan

Menurut peneliigg Mahayana Ardana Grahg

Eksistensi Dewan

Berdasarkan Undang-Un(8 Dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga yang kita ketahui
hasil temuan dilapangan bahwa Negara Indonesia menganut sistem

pembagian kekuasaan yaitu terdiri dari cabang kekuasaan Legislatif, cabang

30 Helmi Widiani, Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Tahun 2021

31 Mahayana Ardana Grahanandia, Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Menurut Undang- Undang No. 17 Tahun 2014, Tahun
2017
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kekuasaan Eksekutif dan cabang kekuasaan Yudikatif. Cabang kekuasaan
legislatif dipegang oleh lembaga legislatif yang menganut sistem soft
bicameral antara DPR dan DPD yang gabungan anggotanya membentuk
satu majelis yaitu MPR. Disebut soft bicameral karena dari segi
kewenangan dan jumlah anggota antara DPR dan DPD tidak seimbang.

Selain itu DPD taslatas kewenangannya hanygagsialam urusan terkait daerah

embaga negara
Indonesia

k efektifitas

N

Indonesia

ANy

AN AEN

gubernur sebagai waki Jusat, kepada instansi vertikal di
wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai
penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Dari kedua konsep ini
membentuk daerah (daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas
kabupaten/kota) dan pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan
sistem desentralisasi dan dekonsentrasi makakepada daerah diberikan hak

otonomi sehingga disebut daerah otonom. Otonomi Daerah adalah hak,

25
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wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan daerah-daerah
otonom di Indonesia berdasarkan konsep Penataan Daerah (Territorial

Reform). Penataan daerah terdiri dari pemekaran daerah, penggabungan

daerah, dan pe aian daerah. Proses penata@g daerah akan membentuk

Objektivitas pemekaran 08 ujud sekalipun telah diusahakan

oleh DPD secara maksimal dan total. Sebab segalanya digantungkan kepada
lembaga perwakilan politik yaitu DPR bersama dengan Presiden.
Sederhananya bahwa pengaruh politik akan mengganggu objetivitas
kebutuhan daerah untuk dilakukan pemekaran. Berdasarkan Pasal 22D UUD
NRI Tahun 1945 serta ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan DPD terdiri dari : a.Pengajuan
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usul RUU kepada DPR yang berkaitan dengan kepentingan daerah seperti
otonomidaerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daerah; b. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan

asan atas

daerah seharusnya dapat 08 cpada pemerintahan secara objektif.
Namun DPD yang fokus untuk itu tidak memiliki kewenangan yang kuat,
tidak seimbang dengan kewenangan DPR. Terhadap kewenangan DPD
dalam pelakasanaan pemekaran daerah dilekati oleh pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban tersebut berbentuk pengawasan olen DPD terhadap
daerah atas pelaksanaan otonomi daerah. Namun, pengaturan mengenai

pengawasan DPD hanya bersifat umum dan tidak rinci hinggakepada aturan

27
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yang teknis. Ini mengurangi kemampuan mengawasi DPD yang berdampak

pada kurangnnya tanggungjawab lembaga DPD dan anggota DPD sendiri.?

E. Konsep Operasional

Konsep operasional memuat batasan-batasan tentang terminologi yang

termasuk dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul

penelitiandi atas g gaullis memberikan Qg

'ﬁi\“\ % 'Q m'am‘]\‘ Q&. schingga dapat

ilah pada judul agar

kebijakan CESé _ e i un dapat pula

berbentuk ke 3 kuti benting  ataupun

untuk melaksanakan semua rencana ebijakan yang telah dirumuskan dan

ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa

%2 Fendi Bahagia Zebua, Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam
Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tahun 2021
% Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, Implementation and Public Policy, New York:
HarperCollins, Tahun 1983, hal.68
34 Rifvan Yuniar Ardang, Kesiapan Desa dalam Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014
tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran
Barat Kabupaten Semarang), Unnes Political Science Journal Vol. 2, No. 1, January 2018, hal.
50-62
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yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksananaannya dan kapan waktu
dimulainya”.® Menurut Abdullah, “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian
kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri
atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau
kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai Sasaran dari program yang

ditetapkan semula.®®

daerah di Provinsi/kabupaten/kota) Ordonesia. DPRD disebutkan dalam UUD
1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih

melalui pemilihan umum™. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-

3 Wiestra dalam Febriyanti, Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian Lampung: Universitas
Lampung, Tahun 2014, Hal.12
% Abdullah dalam Suyanto, Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium 11
Yogyakarta: Adi Cita, 2014, Hal.151
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undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.%

Pembentukan diartikan sebagai usaha luar yang terarah kepada tujuan
tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam
suatu aktifitas rohani atau jasmani.®

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan R3

at Daerah Provinsi dengangasrsetujuan bersama Kepala

Provinsi Al T aera : 3 o plSementara  di
Provinsi P38ug al istilah. ] aturan Daerah
Provinsi.
pasal 1 angka
7 Undang-Usid3 ) 2l AQ kan Peraturan
eraturan daerah

Perundang-

kabupaten/ko -Undang Nomor

12 Tahun 201 ; 3 _ ndangan, sebagai
berikut:4
Peraturan Daera uran Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Pem yat Daerah Kabupaten/Kota dengan
persetujuan bersama Bupati/Wali kota. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota).

Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD.

37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun, 2014
¥Depdiknas, Penulisan Modul. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan, Ditijen PMPTK,
Depdiknas., Tahun 2008

%9 Undang-undang Dasar Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara
Republik IndonesiaSerikatMenjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
40 pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
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Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota
disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk
disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal
persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali
kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut

disetujui oleh DPRD dag Gubernur atau Bupati/Waliakota. Jika dalam waktu 30

14, Tambahan
dMa telah diubah
dengan UnQa8 ) ' ! | Apan Peraturan
Pemerintah BEng@e ang 1ane aefer: | tang Perubahan
atas Undan ' .I.‘ al intahan Daerah

Menjadi Unda

1. Jenis dan Sifat Penelitiar

Jenis peneletian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu jenis
penelitian yuridis empiris yang juga disebut sebagai penelitian hukum
indoktriner maupun penelitian hukum sosiologis. Bisa juga dikatakan sebagai

penelitian lapangan yang merupakan penelitian yang bertitik tolak pada data

41 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657
42 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 2008, hal.88
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primer atau lapangan yang didapat langsung dari DPRD Provinsi Riau sebagai
sumber yang utama dengan cara wawancara dan observasi. Penelitian yuridis

empiris dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum.*?

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kota

Pekanbaru yaitu & gpat di Kantor DPRD Ra@msi Riau di Jalan Jendral

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan
lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel adalah bagian dari
unit atau kelompok yang diteliti. Responden adalah pihak yang dapat menjadi

subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian

4 Ibrahim, J, Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di
Indonesia. Malang, Bayu Media, Tahun 2007. Hal.21
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dilapangan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive
sampling. Purposive sampling adalah salah satu jenis teknik pengambilan
sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. *Purposive sampling
adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan Kriteria-kriteria
tertentu. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang

menjadi populasi dgaesponden dalam penelitian i@wadalah sebagai berikut :

00
>

.

,__
N

Penulis memilih metode penelitian dengan wawancara langsung kepada
beberapa responden untuk memperoleh informasi valid dari narasumber
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Fungsi Pembentukan
Daerah DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta.CV.2013, hal
46
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4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang penulis gunakan dalam mempelajari, membahas dan
meneliti penelitian yang dilakukan ini yaitu:*°

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian lapangan,

yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumper lapangan yaitu baik dari

penelitian
resmi, buku-
itian serta data

dengan pokok

d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

e. Data-data terkait yang berhubungan dengan Pelaksaan Fungsi
Pembentukan Daerah DPRD  Terhadap Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

“ 1bid, hal 47
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Pemerintahan Daerah.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara
yaitu penulis melakukan pengumpulan data yang diperoleh dengan melakukan
wawancara atau tanya-jawab kepada responden atau narasumber.*® Dalam
mengumpulkan da

a0g diperlukan dalam pesd g adalah sebagai berikut

isan skripsi ini

peroleh tersebut

diolah jumpulkan dan
mencatat penelitian serta
berkaitan ic gk bbjek  penelitian.

Dalam penelitian ini pentlis menggunakan teknik penarikan
kesimpulan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode
penarikan kesimpulan dengan dimulai/diawali penjabaran fakta fakta secara
mendalam.mendetail yang diperoleh melalui observasi,wawancara,maupun

studi pustaka dan diakhiri dengan data atau fakta fakta umum yang

%6 1bid hal.49
“7 1bid hal.50
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merupakan jawaban dari objek penelitian ini.Pemikiran induktif ini
digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian studi

kasus.*®

)
%

=
[
“
’
o
o
g "
.
[
‘
’
/

o

48 Marzuki, P. M, Penelitian Hukum. Cet 2. Jakarta. Kencana, Tahun 2008, hal.23
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BAB |1

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang DPRD

1. Penjelasan DPRD

pdang Dasar 1945

Pada tahun 1948, diterbitRan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1948 yang mana pada Undang-Undang tersebut mengangkat derajat
kedudukan dan wewenang DPRD secara pesat. Pada Undang-Undang
yang baru ini secara resmi DPRD menjadi pemegang kekuasaan tertinggi

pada pemerintah daerah. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan

bahwa pemerintah daerah yang mana terdiri dari DPRD dan Dewan

49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah”
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Pertimbangan Daerah (DPD) yang mana semua bagian ini tetap diketuai
oleh kepala daerah dan kekuasaan pemerintah daerah berada di DPRD.
Dilihat dari posisinya, DPD tetap bertanggung jawab kepada DPRD. Hal

ini berarti bahwa kedudukan DPRD lebih tinggi dibandingkan kedudukan

posisi DPRD sebagai bagiar gRsana pemerintahan daerah. Rakyat

memberikan kepercayaan kepada DPRD dan kepala daerah sebagai
pelaksana pemerintahan untuk melaksanakan urusan pemerintahan.>!
a. Fungsi DPRD

Dilihat dari segi normatif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

%0 Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Halaman 1. Administrasi Pemerintahan Daerah.
51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
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Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal

316 menyebutkan bahwa DPRD memiliki 3 fungsi, yakni fungsi

legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

ijg kyat Daerah

I |
f'} fungsi
5 va salah satu
tentang

dalam

Tahap persiapan;

3) Tahap pembahasan, persetujuan bersama, dan penetapan
pengesahan;

4) Tahap penyebarluasan dan partisipasi masyarakat;

5) Tahap klasifikasi dan evaluasi;

6) Tahap pengundangan dan sosialisasi.

%2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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Fungsi anggaran yaitu salah satu fungsi anggota DPRD dalam
membahas hingga menyetujui suatu peraturan daerah mengenai anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD). Fungsi anggaran terutama
mengenai APBD ini merupakan fungsi yang sangat penting dalam

pembangunan.g R dan kesejahteraan ma AL Fungsi anggaran ini

pemerintah daerah dalam T8 fRan program pembangunan daerah

dan kerjasama internasional di daerah.>
b. Tugas dan Wewenang DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga memiliki Tugas dan

Wewenang sebagaimana tertulis pada pasal 101 Undang-Undang Nomor

%3 Pasal 154 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut: >*
1. Membentuk Perda Provinsi bersama gubernur
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda Provinsi

tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur

Daerah lain atau dengad etiga yang membebani masyarakat

dan Daerah Provinsi
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Hak-Hak DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

54 Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
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Pemerintahan Daerah, ada beberapak hak yang dimiliki olen DPRD
kabupaten/kota yakni; Hak interpelasi, hak angket dan hak
mengemukakan pendapat.

Hak interpelasi yaitu hak yang dimiliki DPRD kabupaten/kota

untuk mempe eterangan dari bupaliaf@ikota mengenai suatu

N4
| B
]
| ¥
F@
v
7

. ‘g\
"ﬁ
o
A

d. Alat Kelengkapan

Menurut ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, alat kelengkapan DPRD
kabupaten/kota terdiri atas:
1) Pimpinan;

2) Badan musyawarah;

%5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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3) Komisi;
4) Badan pembentukan Perda kabupaten/kota;
5) Badan anggara;

6) Badan kehormatan;

N

~

-
&
ﬁ'{u
.~
| &
[
p

peranan. Definisi tentang peran bisa diperoleh dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia yang mengartikannya sebagai perangkat tingkah laku
yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Jadi
Peran dapat diartikan sebagai jika seseorang memiliki kedudukan

kemudian dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

% 1bid, hal. 9
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kedudukannya.®’

Fungsi Pembentukan Daerah merupakan perancangan atau
pembentukan undang- undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan di dalam

ketentuan Pa

Sesuai dengan kesepakatall antara pimpinan dan anggota DPRD
Provinsi Riau, berikut susunan keanggotaan Badan Pembentukan
Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau, diantaranya:

Tabel. Susunan Anggota BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Masa

57 Soekanto, S, Pengantar Penelitian Hukum. Ul Pers, Jakarta, 2007, hal. 92
%8 |bid, hal.110
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Jabatan Tahun 2019-20245°

Nama Jabatan

Dr. Sunaryo Ketua

Ma’mun Solikhin, S.Ag, M.A Wakil Ketua

Ir. H. M. Arpah, M.Si Anggota

B. Tinjauan umum tentang Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau

1. Pengertian Peraturan Daerah

59 http://dprd.riau.go.id/susunan-keanggotaan-badan-peraturan-daerah-dprd-provinsi-riau-masa-jabatan-
2019-202/
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Dalam pelaksanaan roda pemerintahan di daerah, baik pemerintah daerah
Provinsi, kabupaten maupun kota memiliki wewenang untuk membentuk suatu
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, hal ini dimaksudkan untuk
menciptakan pemerintahan dalam hal otonomi daerah dan tugas pembantuan.

g dibentuk tersebut dite

Peraturan daeray i oleh kepala daerah setelah

kepala daerah
eraturan tersebut
an dapat memiliki
bertujuan untuk
k dan kewajiban

maksudkan untuk

QQ . AN pentukan peraturan daerah

berdasarkan asas pemBD8

Menurut ahli, Bagir Manan peraturan perundang-undangan itu termasuk

juga peraturan daerah yang mana memiliki fungsi, yakni:

1 Fungsi stabilitas, yaitu setiap peraturan daerah berfungsi pada bidang
ketertiban, keamanan masyarakat untu menjaga stabilitas kehidupan

bermasyarakat.
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2  Fungsi perubahan, yaitu peraturan daerah dibuat untuk memberi perubahan
kepada masyarakat bahkan aparatur pemerintahan yang berisi tata kerja,

mekanisme kerja maupun kinerja aparatur itu sendiri.

3 Fungsi kemudahan, peraturan daerah menjadi sarana untuk dipergunakan

gai kemudahans \‘ anaan pemerintahan.
Wt )

ran perundang-
dang Nomor 12

Tahun g Pe % dangan. Undang-

gilaku di Indonesia,

Undang-Undang

, peraturan daerah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Karena berdasarkan
susunan hierarki tersebut, peraturan daerah berada di bawah Undang-Undang
Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-
Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden. Maka dari itu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan
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dengan Undang-Undang yang beearada diatasnya hal ini sesuai dengan asas yang
menyatakan bahwa undang-undang yang berada dibawah tidak boleh

bertentangan dengan undang-unang yang berada diatasnya

Perkembangan studi tentang Negara dan Pemerintah pada abad modern ini

menunjukkag b ontrak Sosia alckan landasan yang kuat

B \
etk “hﬁﬁ‘:‘\ .? R serta Konsep

L
)
3
o
)
S
Q
x
)
S
=
@
=

' N 5)

“._\‘Q\‘ wRatd

orang-ora

pemerintah hanya melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam Leges Fundamentalis
(sejenis konstitusi) yang bersifat Pactum SubjectionsConcession ini berisikan
jenis- jenis kekuasaan yang rakyat serahkan kepada pemerintah. Menurut John
Locke (1632-1704) memisahkan kekuasaan politik ke dalam 3 (tiga) bentuk :
Kekuasaan Eksekutif (Executive Power), Kekuasaan Legislatif (Legislative
Power), dan Kekuasaan Federatif (Federative Power). Sementara, Montesquieu
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(1689-1755) melahirkan teori Trias Politica. Inti teori ini adalah bahwa agar tidak
terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang
sewenang-wenang, kekuasaan Negara perlu dipisahkan, yakni dalam 3 (tiga)

bentuk : Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, dan Kekuasaan Yudikatif.

menjadi roda jalannya pemerintahan yaitu, Lembaga Legislatif, Lembaga

Eksekutif, Lembaga Yudikatif dan Lembaga Pemeriksa Keuangan. Lembaga-
lembaga tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mengatur
pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang dasar mengatur mengenai

pemerintahan daerah hal ini timbul karena wilayah Indonesia yang sangat

8 Wira Atma Hajri, Menghidupkan" Undang-Undang Dasar 1945 Tanpa Amandemen, Vol. 24 No. 4:
Oktober 2017
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luas dan perlu adanya pengawasandi tiap daerah.

Indonesia berbentuk negara kesatuan yang mana seluruh kekuasaan

dalam negara kesatuan diatur oleh pemerintah pusat. Namun, dalam hal

pelaksanaannya tidak mungkin pemerintahan hanya berada ditangan

daerah-daerah
’but dibag cﬂ-‘ kabupaten/kota

RV

itu  memiliki

pembantuan.
3 Pemerintahan daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggota nya dipilih
melalui pemilihan umum.

4 Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing daerah sebagai kepala

61 Syarifuddin Jurdi,limu Politik Profetik,(Lab,ILmu Politik UIN Alaudin, Kampus Il Samata Gowa: PT.
Gramasurya Yogyakarta, 2015, hal. 73
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pemerintahan daerah Provinsi, kabupaten dan kota yang dipilih

melalui

i. pemilihan umum.

5 Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali

a0g ditentukan sebagai

peraturan-

aerah diatur

emua aparatur
rangka

alam arti  luas,

enurut  Montesquieu,

yudikatif. Sedangkan dalam art™ sempit diartikan sebagai tugas dan
wewenang negara di bidang eksekutif saja%®

Istilah pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari pengertian

pemerintahan daerah seperti yang diuraikan diatas. Pemerintahan daerah

merupakan subsistem dari pemerintahan yang bersifat nasional ada 5 (lima)

82 |bid, hal.75
83 Situmorang.V. dan Juhir. J (1994). Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur
Pemerintah. Jakarta : PT Rineka
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unsur pemerintahan daerah menurut De Guzman dan Taples, yaitu:

a) Pemerintahan daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau
negara.

b) Pemerintahan daerah diatur oleh hukum.

c) Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh

d)

dalam pEl# emerinte : , adilah (eksekutif)

dan DP ’ epala daerah
sebagai ; daerah yang
menjadi 5 angan daerah
otonom. § ‘o‘” erwkailan yang
bertugas d pemerintahan
daerah.

DPRD me g terdapat di daerah
yang mana memiliki fingsi Pembentukan Daerah,

fungsi, anggaran dan fungsi pengat

Salah satu fungsi DPRD yakni fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan
DPRD salah satu nya DPRD mengawasi persoalan APBD daerah.
Pengawasan disini memiliki artian khusus yakni, pengawasan yang kegiatan

nya hanya mengawasi atau hanya melihat saja atau hanya melihat sesuatu

8 Nurcholis, H. (2005), Teori dan praktik: Pemerintahan dan otonomi daerah. Jakarta: Gramedia
Widiasarana Indonesia, hal. 67
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dengan seksama atau teliti kemudian melaporkan hasil pengawasan tersebut.%®
Fungsi pengawasan adalah fungsi manajemen yang sangat pentingdalam

menunjang kelancaran terlaksana nya suatu program, pembangunan nasional

sehingga diharapkan akan terwujud tujuan yang dikehendaki.

Bovelenggaraan  urusan

nenurut asas

diserahkan kepada daerah. O a itu, DPRD dan kepala daerah
berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda.
DPRD berfungsi membentuk peraturan daerah, anggaran dan pengawasan
sedangkan Kepala Daerah menjalankan fungsi atas Perda dan kebijakan

daerah yang telah dibentuk tersebut. DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh

8 Ni'matul Huda & Sri Hastuti Puspitasari, Peran Dan Fungsi Konstitusi Dalam Pembangunan Politik
Hukum Pemerintahan Daerah, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 19 Juli 2012, hal.102
8 Hoessein, B. (2001). Hubungan kewenangan antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, hal. 88
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perangkat daerah dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

merupakan suatu prinsip untuk dapat mengubah sistem pelaksanaan

A dapat mewujudkan

!E\Yt‘ '?a

J bnesia Tahun

g
k M utkan bahwa:

lembaga legislatif jika berfungsi "Oengan baik dapat menjalin hubungan
harmonis dengan pemerintah daerah sebagai eksekutif daerah agar
terwujudnya pemerintahan yang baik dan mengedepankan kesejahteraan

masyarakatnya.5®

7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
% Oksep Adhayanto, Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Peraturan Daerah di
Kabupaten Bintan Tahun 2015, Jurnal selat, Vol.2 Nomor.2, Mei 2015, hal.77
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C. Tinjauan Umum Otonomi Daerah
1. Pengertian Otonomi Daerah
Negara Republik Indonesia yang merupakan negara berbentuk negara

kesatuan memiliki asas pemerintahan yaitu desentralisasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan di daerah nya. gHal ini bertujuan untuk

yang bersifat
negara. A dan bangsa
Indonesi@Lis an terbe dia . Sedangkan,

nilai

pemerinta

independence. Pendapat lain T pengertian otonomi diberikan oleh
Kusumaadmadja otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling)

juga memiliki arti pemerintahan (bestuur).”™

Dalam sistem pemerintahan daerah, istilah otonomi sering ditambahkan

oleh beberapa kata seperti otonomi seluas-luasnya, otonomi riil, otonomi

% Sabarno. H, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2007
0 Sumaryadi, I Nyoman, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.
Jakarta: Penerbit Citra Utama, hal.2005
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nyata dan bertanggung jawab dan otonomi khusus. Otonomi seluas-luasnya
yaitu daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus semua
urusan berkaitan dengan pemerintahan hal-hal yang tidak berkaitan dengan

pemerintahan diatur dalam undang-undang. Daerah benar-benar diberikan

)angan dalam membuat pg

keleluasaan dan dan kebijakan daerah

kekhasan

otonomi d@erafii/ang is ( _ : dilgan daerah lain

sesuai dengan tujuan dan maR$e Pperian otonomi tersebut, yang mana
pada dasar nya pemberian otonomi daerah dimaksud kan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Meskipun ada beberapa penambahan kata dalam otonomi, hal tersebut tidak
menghilangkan fungsi utama otonomi karena pada penyelengaraannya

otonomi tetap harus dilaksanakan secara riil, nyata dan bertanggung jawab

L Syaukani, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal.55
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demimewujudkan kesejahetaraan masyarakat yang merata di daerah.

Daerah yang memiliki otonomi daerah berhak, berwenang dan
berkewajiban mengurus sendiri rumah tangga pemerintahannya namun tetap

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap mengacu pada

hakikatnya adalah: "

a) Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak
tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan
pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah;

b) Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah

2 |bid hal. 57
3 Sumaryadi, | Nyoman, Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat.
Jakarta: Penerbit Citra Utama, hal.2005
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tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang
otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
c) Daerah tidak bolen mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah

tangga sendiri daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan

menjauhkan segala macam 11 ¥ Dermaksud akan menguniformisir

seluruh daerah.”™

Otonomi daerah merupakan sebuah tuntutan dalam upaya mengatur
kewenangan pemerintahan sehingga dapat selaras dan fokus dengan

kebutuhan masyarakat. Menurut J. Kaloh, “Otonomi Daerah bukanlah tujuan

4| Nyoman Sumaryadi, Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah, 2005, hal.55
5 Soepomo, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Djakata: Noordhoff-Kolff N.V).
Tanpa tahun terbit. Dalam pengantarnya Soepomo menuliskan Djakarta, 28 September 1950, hal.
71
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tetapi suatu instrument untuk mencapai tujuan”.
Dalam otonomi daerah terdapat suatu lembaga yang disebut dengan
lembaga legislatif, lembaga legislatif yang dimaksud yaitu Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu wadah yang diharapkan mampu

daerah. Sistem

dikenal dalam pemerintahan Indd
a. Asas Desentralisasi

Makna Asas Desentralisasi menjadi perdebatan makna diantara para
pakar hukum. Logemen membagi desentralisasi menjadi 2 (dua) bagian yaitu,

desentralisasi jabatan yang artinya pelimpahan kewenangan dari tingkat yang

6 Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 68
" Armen Yasir, Hukum Perundang-undangan, Lembaga Penelitian Unilak, 2008, hal. 88
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paling atas kepada bawahannya untuk melancarkan suatu pekerjaan dalam
melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pemerintahan. Yang kedua

yakni desentralisasi ketatanegaraaan yang artinya pelimpahan kekuasaan

pemerintahan ke daerah-daerah otonom didalam lingkunagn pemerintahan

yang berasal dari
daerah dalam kerangka kenegad egara kesatuan dan lembaga yang
melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang
telah dilimpahkan kewenangan tersebut mengenai pengambilan dan
pembuatan sebuah keputusan.’®

Asas dekonsentrasi ini merupakan bagian dari desentralisasi. Asas

dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi namun asas desentralisasi belum

"8 1bid, hal.70
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tentu dan tidak selalu berarti dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi terdiri dari

dua konsep dekonsentrasi, diantaranya:”

1) Konsep statis, suatu keadaan dalam organisasi negara dimana proses
pengambilan kebijakan berada di puncak hierarki organisasi, tetapi proses

pelaksanaan kg an tersebar di luar pupg@iSmRicrarki organisasi atau

untuk

putusan pusat
ran dan tidak

embuat suatu

Menurut Hanif Nurcho fi0as pembantuan yaitu pelaksanaan
oleh daerah swatantra dengan kebijaksanaan sendiri peraturan pemerintah
pusat.

Dasar pertimbangan pelaksanaan asas tugas pembantuan menurut ahli
Ateng Syafruddin, yakni:

1) Adanya keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki pemerintah pusat

" 1bid hal. 82
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dan/atau pemerintah daerah;

2) Suatu urusan yang sifatnya sangat sulit dilaksanakan dengan baik
sebagaimana mestinya tanpa mengikutsertakan pemerintah daerah
tersebut;

3) i AL _sehingga urusan yang

pengawasan

bntrol  berarti

daerah berarti

penyelengaraan pemerintae bentuk usaha, tindakan perbuatan
yang bertujuan untuk memberi jaminan pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.8!

Pengawasan yang dilakukan pemerintahan daerah kabupaten

80 Syamsuddin. Haris, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta. 2007, hal. 88
81 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta,Grasindo, 2007, hal. 92
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maupun kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dalam lingkup pengawasaan umum dan pengawasan teknis. Pengawasan
umum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 vyaitu
meliputi pembagian hal atau wurusan mengenai pemerintahan,

gerah, kepegawaian padg Rokat daerah, keuangan

Pengawasan adalah suatu “pengikat” untuk membentuk suatu
kesatuan bertujuan agar pelaksanaan otonomi tidak bergerak begitu jauh
namun tetap pada garis yang telah ditentukan, sehingga dapat mengurangi
bahkan mengancam kesatuan. Namun, jika pengawasan dilakukan terlalu
kencang akan membelenggu desentralisasi. Maka dari itu pengawasan harus

disertai pembatasan. Pembatasan yangdimaksud yakni mencangkup bentuk,

8 1bid, hal.93
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tata cara dan badan yang melakukan pengawasan.

Maka dari itu pengawasan merupakan hal yang sangat penting
terutama bagi negara berkembang, kerena negara berkembang sedang
melakukan pembangunan dengan pesat. Disini lah sangat diperlukan

pengawasan Ud mencapai tujuan Yyanggmtelah direncanakan oleh

Pengawasan tidak Te & suatu pengawasan yang dilakukan
dengan cara mempelajari laporan-laporan yang diterima dari seorang yang
bertugas sebagai pelaksana baik secara lisan maupun tulisan, dengan
mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

Dilihat dari waktu pelaksanaannya, bentu pengawasan terbagi 2 (dua),

8 Meriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Poltik, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2008, hal. 81
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yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif
yaitu pengawasan yang dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan
tersebut dimulai. Contohnya seperti mengadakan pengawasan terhadap

persiapan-persiapan rencana suatu pekerjaan, rencana anggaran, rencana

penggunaan tepa@a dan sumber-sumber lainnyamPengawasan represif yaitu

negara dan direktorat jendrafengawasan keuangan negara terhadap

departemen dan instansi pemerintahlain.

8 1bid, hal. 82
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BAB Il

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau dalam membentuk Peraturan

daerah Berdasgé pdang-Undang Nomé ahun 2014 Tentang

Dalam wawancara bersantas@per dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA
DPRD Provinsi Riau mengenai fungsi BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau
ialah,

“BAPEMPERDA ialah sesuai dalam arahan UUD 1945 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Menerangkan bahwasanya BAPEMPERDA ialah suatu badan yang
dibentuk oleh DPRD Provinsi Riau yang dimana berfungsi untuk
melakukan pengkajian, penyiapan, dan penyusunan peraturan daerah

% pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
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(PERDA). Sehingga salah fungsi daripada BAPEMPERDA ialah
sebagai wakil aspirasi masyarakat Provinsi Riau untuk menyusun
rancangan peraturan daerah (RAPERDA) yang dimana diperuntuk
untuk masyarakat Provinsi Riau.”%®

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen memuat bab khusus

tentang pemerintahgg daerah, yakni Bab VI (Pegerintahan Daerah) yang

(selanjutnya disebut UU 22/1999),

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(sakarang UU 32/2004),
5.PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut

8 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
87 Undang-Undang Dasar 1945
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PERPPU 3/2005),
6. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan sebagai

Undang - Undang atas PERPPU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

atas Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Kabupateil/
diberika

sedangk

Negara Kesatuan Republik Indone ebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%8

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, otonomi yang diberikan secara luas berada pada Daerah

Kabupaten/Kota. Hal tersebut dengan maksud asas desentralisasi yang

diberikan secara penuh dapat diterapkan pada Daerah Kabupaten dan Kota,

8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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sedangkan Daerah Provinsi diterapkan secara terbatas. Berdasarkan Pasal 1
ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Pemerintah Daerah
adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah otonom

melaksanakan fungsi tersebut, DPRD menurut Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilengkapi dengan tugas, wewenang,
kewajiban dan hak.

Dalam wawancara bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA
DPRD Provinsi Riau mengenai apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi acuan dalam kinerja

BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau yaitu,
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“BAPEMPERDA ialah badan yang dibentuk olen DPRD Provinsi
Riau. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kerja kami
berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Karena undang-undang ini berisikan panduan
kinerja pemerintahan daerah.”%

Dalam wawancara dengan Bapak Ramilus Staf Anggota

Provinsi  Riau__i a0 mengenai  fungsi

2. Fungsi BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau
Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia,
menurut UUD 1945 yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan baik

di pusat maupun di daerah dalam Perubahan Kedua UUD 1945 tentang

8 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
% Wawancara bersama Bapak Ramilus Staf Anggota BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
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Pemerintahan Daerah dalam pasal 18, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi

itu atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

eraturan Daerah
rapat paripurna
rabu tanggal 11

\ BAPEMPERDA DPRD
Provinsi Riau yaiu Bag n, S.Ag, M.AMa dari fraksi
Sistem yang menjadi perhatian dalam ketatanegaraan Indonesia pasca

dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik.

diantaranya adalah menyangkut tentang sistem perwakilan pada esensinya
bicara tentang struktur organisasi yang ada di Badan Perwakilan Rakyat.

Sistem perwakilan di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang

%1 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki badan perwakilan
yang terdiri dari, yaitu Dewan Pewakilan Rakyat (merupakan representasi
kepentingan politik) dan Dewan Perwakilan Daerah (representasi kepentingan

daerah), masing-masing lembaga Negara tersebut dalam pengisian

um, selain itu ada

keanggotaanya d gh rakyat melalui pe

ARV

‘%\‘Iﬁ\sﬁ A 1)

Pemerintah daerah
pemerintah daerah

fasnya dalam sistem dan
9592
DPRD merupakan lembaga yang oleh undang-undang memiliki posisi
stategis dalam melakukan fungsi pembentukan perda terhadap pemerintah
kabupaten dan kota. Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian
dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pembentukan. Dalam ilmu

administrasi  fungsi pembentukan mengandung tindakan lembaga yang

92 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
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mengevaluasi dan menyusun program-program pemerintah daerah.
Dalam wawancara bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA
DPRD Provinsi Riau mengenai Pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Riau

dalam membentuk Peraturan daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 TepigRBREcintahan Daerah L goan Undang Undang

terkadang
Riau. Usul
RD Provinsi
nstansi Biro
an Lembaga

ulkan dalam

A melakukan

internal
BAPEME dari internal
BAPEMPE AT ¢ ] ilf lembaga terkiat
ikut juga daerah
(RAPERDA). ovinsi Riau, Dinas
Terkait usulan pe (OPD), dan Lembaga

Masyarakat.

Dalam wawancara bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA
DPRD Provinsi Riau saat ditanya mengenai rancangan Peraturan Daerah yang
sedang dalam tahap penyelesaian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah
DPRD Provinsi Riau, lalu beliau menjawab,

“Ada 18 Raperda dari Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun
ini. 9 Raperda bersumber dari usulan Pemprov Riau dan 9 Raperda

9 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
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merupakan inisiatif dari DPRD Provinsi Riau. Dari Pemprov 9, dari kita
9, jadi ada 18 yang akan kita selesaikan, itu di luar Perda rutin seperti
APBD atau APBD P.”%

Dalam penjelasan Bapak Sunaryo didaapat informasi bahwa terdapat 18

Raperda yang 9 Raperda berasal dari BAPEMPERDA, 9 Raperda berasal dari

kepemudaan
Didalam Perda ini yang selain BAPEMPERDA ikut serta Kementrian
Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai memberi solusi dikarenakan pihak
BAPEMPERDA dalam rapat terbarunya hari Jumat tanggal 27 Mei 2022

ialah berkonsultasi mengenai RAPERDA ini.

% Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
% http://dprd.riau.go.id/
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2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan
Gender.
Pihak Pengusul Raperda ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga (DP3AP2KB)

h(Setdaprov) Provinsi

ini untuk

“18 Raperda ini ialah raperda yang akan dituntaskan ditahun ini
dengan targetkan bisa sampai 75-80 persen. Kami dari BAPEMPERDA
memohon do’a agar usahak dan itikad kami ini dapat terealisasikan dan
masyarakat dapat menikmati fungsi perda yang akan diterbitkan ini.”%

Beradasrkan keterangan diatas 18 Raperda yang telah dijelaskan oleh

Bapak Sunaryo tadi telah penulis ketahui 3 diantaranya. Meskipun pihak

% Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
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BAPEMPERDA enggan menjawab perda apa saja tersebut, namun
berdasarkan situs resmi DPRD Riau telah memberikan informasi beberapa
Perda yang sedang dalam tahap penyelesaian. Pihak BAPEMPERDA sedan

mengupayakan 75-80 persen dari 18 raperda dapat selesai di tahun 2022.

Dalam pg# anggal 29 juli 2022
arkan Surat

peraturan

PENYAM
PAIAN
(09)

Tahun
2021

Tahun
2021

Tahun
2021

raga Prov.
Riau

1. Diskominfo
5 Prov. Riau T‘)‘:‘:”‘
| 2. KPID Prov. Riau | 292! |
6 ™ a s 5 | | Dinas Pariwisata Tahun
8 i Prov. Riau 2021
| 1. Badan |
. Pengelolaan
Hasil Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah yang Aset Daerah, Tat
7 | RAPERDA | dipisahkan dan Lain- omisi [11 2.Badan 2021 [
Lain Pendapat Asli Pendapatan o
Daerah yang Sah Daerah
Daerah yang
\ Sah | ]
|| 8 | raPERDA |Pengelolaan Sungai l:ﬁ ngelolaan . Komisi IV PUPRPKPP Prov Tahun
Provinsi Riau Sungai Riau 2021
. N S [)nméﬂlr’uirv'mpu.m, |
Pengarusutam | Perlindungan
Pengarusutamaan aan Gender | P ge .
9 | RAPERDA | Gender (PUG) Dalam (PUG) Dalam X Komisi V ,,‘_”;;:;ld.;“,m | ;‘()‘;‘1“
Pembangunan Daerah Pembangunan Penduduk dan KB o
o Iiacruh B Prov. Riau [
. USULAN GUBERNUR
RIAU
Perubahan Atas
Peraturan Daerah Perubahan 3
g o x PP 54 Tahun Biro
10 RAEERDA Provinsi Riau Nomor 2 Tata kelola 2017 tentang Perekonomian Tahun
Tahun 2016 tentang Badan Usaha Badan usaha Setda Provinsi 2021
Tata Kelola Badan Milik Daerah Milik Daerah Riau
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Gambar 3.2 Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2021

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Gembong, S.Sos Tenaga Ahli
BAPEMPERDA menjelaskan bahwa,

Berdasarkan surat program pembentukan peraturan daerah Provinsi Riau

Tahun 2021 semua rancangan peraturan daerah itu tercatatn 25 Raperda, yang
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diterima sebanyak diselesaikan 20 Raperda diantaranya terdiri 9 dari DPRD dan 11
dari Pemerintah Daerah. Ditahun 2021 yang baru disahkan oleh DPRD baru 1
Raperda yaitu Raperda dari Pemerintah Daerah. Lalu pada tahun 2022 sesuai rapat

diskusi BAPEMPERDA, didalam rapat ketua BAPEMPERDA dr. Sunaryo

menjelaskan kepaga Rahwa 18 perda se Rakan selesai 80 persen

Dewan Peflivg Dae {F @ _Mplementasinya
dilaksanaka h terkait, serta
dengan me Asasi Manusia
Provinsi R
tingkat-ting : ' r diitia Khusus yang

Kemudian difipié ' /P natic angan Peraturan

Daerah.
Badan P RDA) DPRD Riau
melakukan rapat B fhasan usulan program

Rapat ini dipimpin oleh Ketua BMPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Bapak
Dr. Sunaryo Serta dihadiri oleh Biro Perekonomian Setdaprov Riau, Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Badan Pengelolaan dan
Keuangan Aset Daerah Provinsi Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Satuan

Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, serta Biro

Hukum Provinsi Riau.
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Dalam Wawancara bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA
DPRD Provinsi Riau menjelaskan,

“Badan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA)
DPRD Provinsi Riau berusaha melakukan komunikasi kepada pihak yang
berkaitan dengan pengusulan RAPERDA yang akan dikeluarkan. Hal ini
dilakukan agar RAPERDA yang diusulkan dagat mencapai tujuannya dan
fungsi yang tg

*ﬁ‘\‘ h h ﬁlﬁ\“‘ .-. ‘ an bahwa
glh-iga')sw 3 erah (OPD)

BAPEMPERDA menjelaskan berita terbaru BAPEMPERDA terkait perda yaitu,

“Pada Hari senin tanggal 6 Juni 2022 Bapemperda DPRD Provinsi
Riau melakukan rapat kerja dengan Tim KPID Provinsi Riau dan OPD
terkait di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau, dengan pembahasan
perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang
penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau, di Ruang Rapat Bapemperda
DPRD Provinsi Riau.”®

9 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB

% Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB

% Wawancara bersama Bapak Rudi Raymond, SE Staf Ahli BAPEMPERDA BAPEMPERDA, Hari Senin, Pukul
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Rapat dipimpin oleh Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Sunaryo,
diikuti olen Anggota BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau lainnya, yaitu
Lampita Pakpahan, Sahidin, Sofyan Siroj Abdul Wahab, Yuyun Hidayat, M.

Arpah, serta diikuti olgh Ketua Komisi I DPRD Prgyinsi Riau Eddy A. Mohd

Yatim. Pada gz e rsabut ha NaU BalZe abman, Perwakilan
UMRI : - bimda Riau

lainnya.

maka akan ada alasan meyakinkan 12 al tersebut perlu diangkat menjadi sebuah
peraturan baru.
Dalam wawancara bersama Bapak Rudi Raymond, SE Staf Ahli

BAPEMPERDA memaparkan mengenai penyusunan Raperda yaitu,

“Tujuan penyusunan RAPERDA ini berdasarkan masalah yang

15.00 WIB
10 wawancara bersama Bapak Rudi Raymond, SE Staf Ahli BAPEMPERDA BAPEMPERDA, Hari Senin,
Pukul 15.00 WIB
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diidentifikasi, dimana Riau ini belum banyak memiliki muatan lokal, sehingga
Riau belum mampu untuk menyajikan hal tersebut. Melalui RAPERDA ini
diharapkan akan ada yang tercapai, diantaranya dapat memetakan peran media
penyiaran untuk mempromosikan wisata alam dan budaya Provinsi Riau,
kemudian meluruskan regulasi semua penyiaran di Riau, mensukseskan
program budaya dan wisata di Riau, dan mencoba merumuskan sanksi.”%*

Rancangan Peratytan Daerah (RAPERDA) megpakan tahapan kegiatan dalam

@®rolegda) tahun ini.
an 9 RAPERDA
ari Pemprov 9, dari
J!g Perda rutin seperti

Pihak

mengenai  1GR4N A : a8 likalfenakan privasi dari

institusi BAP

Daerah (Bapemperda) DPRD PHVinsi Riau, melakukan rapat lanjutan terkait
pembahasan RAPERDA Provinsi Riau tahun 2022 tentang pengelolaan hutan
pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersama Biro Hukum
Setdaprov Riau dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi
Riau, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Riau.%®

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau

101 Wawancara bersama Bapak Rudi Raymond, SE Staf Ahli BAPEMPERDA BAPEMPERDA, Hari Senin,
Pukul 15.00 WIB
102 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
103 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau
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Bapak Sunaryo, didampingi Anggota BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Sahidin.
Serta dihadiri oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
Provinsi Riau Setyo Widodo, dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

(Setdaprov) Riau yang diwakilkan oleh Arif Rahmad.

% anﬁ“‘ ’ swvenangan untuk

PERDA DPRD

an pada wilayah

utan tentunya kita
hutan. Perda ini

Riau melakukan rapat kerja perf®@hasan RAPERDA Tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Daerah dengan tim Circle of Information and
Development (CID) Universitas Islam Nasional (UIN) Suska dan Organisasi
Pemerintah Daerah OPD Pemerintah Provinsi Riau, di Ruang Rapat
Bapemperda DPRD Provinsi Riau.”%

Kepala DP3AP2KB Provinsi Riau Fariza memaparkan bahwa DP3AP2KB
sudah memiliki Perda atas dasar perlindungan anak dan perempuan. Suatu

pembangunan akan lebih baik apabila dilandasi Perda guna mengukur kesetaraan dan

104 Wawancara bersama Bapak Ramilus Staf Anggota BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau

83



nery wejsy sejisidAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(

gender yang memiliki indek pembangunan berdasarkan rasio perempuan dan laki
laki.
Indek pemberdayaan gender ada beberapa variabel keterlibatan perempuan

dilegislatif, dan keterlibatan perempuan dibidang pembangunan. 30% perempuan bisa

PERDA DPRD
arus dilengkapi
. Dengan harapan

melakukan rafs E APERWA tentang penyelenggaraan
' @ dan rapat kerja dengan OPD

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Sunaryo,
didampingi Anggota DPRD Provinsi Riau, yaitu Lampita Pakpahan. Serta diikuti
oleh Tenaga Ahli Bapemperda DPRD Provinsi Riau lainnya.

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardhani,

Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Helmi, Kabid Layanan Kepemudaan Dispora

105 Wawancara bersama Bapak Ramilus Staf Anggota BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau
106 \Wawancara bersama Bapak Rudi Raymond, SE Staf Ahli BAPEMPERDA Hari Senin, Pukul 14.00 WIB
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Provinsi Riau Helfandi, Kabid Satpol PP Suriyadi, beserta jajarannya.
Dalam wawancara dengan Bapak Rudi Raymond, SE Staf Ahli
BAPEMPERDA mengenai RAPERDA ini ialah,
“Dalam rapat Bapak Dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi

Riau menyampaikan, Kita sepakat bahwa RAPERDA ini sangat dibutuhkan di
Provinsi Rig RDA ini dibutuhkag pelum ada. Dengan adanya

Dengan adanya
ing mendukung
B8 dinas ini harus

RD Provinsi Riau
lebih lanjut terkait
ya melalui Panitia

\Eé%\

N

*\
<5
&
>
=
)
=
Y
>
)
m
2y
O
>

Dalam hal ini pihak BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau enggan memaparkan
semuanya dikarena masih dalam tahap penyelesaian. Pihak BAMPEMPERDA yang
peniliti wawancara memiliki kesamaan opini mengenai alasan mengapa tidak
diberikan print out RAPERDA yang sedang dalam penyelsaian yaitu data masih

tahap penyelesaian jadi belum bisa untuk dibagikan informasi mengenai ini.

107 Wawancara bersama Bapak Rudi Raymond, SE Staf Ahli BAPEMPERDA, Hari Senin, Pukul 14.00 WIB
108 \Wawancara bersama Bapak Rudi Raymond, SE Staf Ahli BAPEMPERDA, Hari Senin, Pukul 14.00 WIB
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B. Kendala DPRD Provinsi Riau dalam Melaksanakan Fungsinya dalam
Pembentukan peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau dalam melaksanakan fungsinya dalam

h_pberdasarkan te L beberapa kendala yang

pembentuka

DPRD senc babkan kurang

optimalnya D Provinsi Riau

Tahun 2021

menjelaskan,

“Dalam BAPEMPERDA berisikan anggota yang berasal dari
fraksi-fraksi yang berbeda yang dimana tentu memiliki keterampilan
politik dan tingkatan pendidikan yang juga berbeda sehingga
mengakibatkan bermunculan ide-ide yang juga berbeda yang
menyulitkan bagi saya untuk langsung menyatukan ide daripada
anggota secara keseluruhan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa
tidak semua anggota langsung dapat memahami draft rancangan
Raperda yang ada. Oleh karena proses ini menjadi memakan waktu
yang cukup lama.”1%

109 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
86



nery wejsy sejisidAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(

b. Penyusunan Raperda yang dimaksudkan untuk mengatur jadwal dan skala
prioritas pembentukan peraturan daerah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal
karena proses pembentukan Perda yang molor sehingga mengakibatkan

pembentukan perda yang lain ikut molor. Dglam wawancara Bapak dr.

SARE

‘h
pembahasan
pemunduran
is terkait dan
Valghiagin dikeluarkan.

ﬁ' an pemaksaan
Felioai pembentuk

%

aa €

ﬁ‘m\ga‘\ b A=)

B instansi  yang
hingga sebagai
yusunan hingga
la yang lain ikut
Raperda yang
PERDA."10

DPRD Provinsi Riau menjelaska

“BAPEMPERDA sebagai badan yang ditunjuk oleh DPRD
Provinsi Riau dalam pembentukan peraturan daerah memiliki
tanggung jawab besar dengan pihak pemerintah kota, dengan
pemerintah daerah, anggota DPRD, serta pihak masyarakat.
Kordinasi komunikasi aktif telah kami lakukan dengan instansi
pemerintah daerah sesuai dengan Raperda yang dibahas. Namun
untuk lembaga masyarakat dan perwakilan masyarakat Kkota
pekanbaru jarang dilibatkan dalam penyusunan Raperda. Karena
kurang minatnya bagi lembaga masyarakat dan perwakilan

110 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
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masyarakat untuk ikut selalu dalam rapat penyusunan Raperda.
Lembaga Masyarakat yang ikut serta dalam rapat penyusunan
Raperda masih kami anggap kurang menyerap maksimal sehingga
pada saat penyampaian kepada masyarakat cenderung kekurangan
informaso dan kebanyakan berbeda. Sehingga Raperda yang akan di
terbitkan tidak tersampaikan secara maksimal kepada masyarakat
dan mengakibatkan terjadi penolakan disertai demo. Dari demo
inilaBh BAPEMPERDA menjadi jferhambat karena kembali

. ? Raga daerah terkait untuk

ﬂjf BAPEMPERDA
AlBabila kita ambil

berkordinasi rapat
heglina saran dan kritik

dar, eharusan Perda yang
gay@g tercatat dari tahun

prongan untuk segera menerbitkan
Raperda oleh dina alt. BAPEMPERDA tentu tidak bisa
langsung menerbitkan karen kami harus mengkaji setiap hasil rapat
serta berkonsultasi dengan menteri agar tindakan yang kami ambil
tepat dan tidak terburu-buru. Tuntutan inilah yang sering menjadi
kendala Raperda menjadi molor diterbitkan karen mengkaji ulang
dari tuntutan-tuntutan yang disampaikan dinas dan pemkot terkait
perihal Raperda.”*?

111 Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
112 \Wawancara Bersama Bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau Pukul 13.00 WIB
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BAB IV
PENUTUP

KESIMPULAN

isi daftar judul
mendalam yang

naskah akademik

tentang APBD ProvinsIry8 gUkan oleh gubernur

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Provinsi dan
APBD Provinsi

d. Memilih gubernur

e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada

Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan

dan pemberhentian
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f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah
Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Provinsi”
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

eterangan pertag gaban gubernur dalam

S b

i panduan oleh

23 Tahun 2014

1 Rancangan Peraturan D3 RAPERDA) tentang penyelenggaraan
kepemudaan

2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan
Gender.

3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang engelolaan hutan pada

wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Mengenai Raperda yang sedang dikerjakan tahun 2021 sebanyak 20
90



nery wejsy sejisidAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(

Raperda terdiri dari 9 Raperda berasal dari DPRD dan 11 Raperda berasalah
dari Pemerintah Daerah dan yang telah disahkan sebanyak 1 Raperda yaitu
Raperda usulan dari Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 berdasarkan

pernyataan bapak dr. Sunaryo Ketua BAPEMPERDA Raperda yang sedang

flengan jelas draft

maksimal.

pembentukan. Sosialisasi dafe@Dlikasi yg kurang optimal, baik dalam
proses persiapan dan penyusunan, pada pembahasan di tingkat lembaga
pembentuk Peraturan Daerah, maupun setelah disahkan dan diundangkan
untuk dilaksanakan. Dalam wawancara Bapak Dr. Sunaryo Ketua
BAPEMPERDA DPRD Provinsi Riau menjelaskan.

4. Dalam proses pembentukan perda harus mempertimbangkan banyak faktor,

gesekan-gesekan, dan pihak-pihak yang berkepentingan terlibat didalamnya
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sehingga perda tersebut dapat diterima semua pihak hal tersebut kemudian
menjadikan proses penyusunan perda menjadi lebih lama.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan untuk

1. Perly aka] 8. pelaksanaan

da Undang-
un juga ada

Pembentukan

pentingpiae arinta el A ‘ naan peraturan

daerah. fBagiipem ' : : ah merupakan

penerbitan. Sehingga penulis Varankan agar BAPEMPERDA lebih
mengefisienkan waktu dan menyetabilkan tuntutan dari pihak terkait perda
untuk dapat menyempitkan penyelesaian waktu. Lalu bila ada diskusi raperda

yag mentok agar langsung di diskusikan dengan pihak pemerintah daerah agar

waktu yang dibutuhkan tidak banyak terbuang.
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